
mcnycsuaikan dan mcnycmpumakan Pcraturan 
Bupati Nomor 57 Tahun 2015 Ten tang Tata Caro 
Pcmbagian Dan Penctapan Rincian Dana Desa Setiap 
Dcsa Di Kabupateo Sambas Tahun Anggarao 2016 

agar pcoyaluran Dana Dcsa lebih cfektif dan efisicn; 

b. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana 

dimaksud dalrun huruf a, pcrlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubaban ates Peraturon Bupati 

Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tata Cera Pembagian 

dan Penetapan Rincian Dana Desa Sctiap Desa di 

Kabupatcn Sambas Tahun Anggaran 2016: 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penctapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Dacrah Tingkal ll cu 
Kalimantan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lernbaran Negara 

Rcpublik Indonesia Nomor 352) Scbogai Undang 

Undang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tabun 

1959 Nomor 72, Tambaban Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

Mengingat 

Pcnggunaan, 

Desa, pcrlu 
Cara Pengalokasian, Penyaluran, 

Pcmantauan dan Evaluasi Dana 

a. bahwa dcngan telah ditetapkannya Peraturan Menteri 

Kcuangan Nomor 49/ PMK.07 / 2016 tentang Tata 
Menimbang 

DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANO 

TATA CARA PEMBAOIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 

DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANOOARAN 2016 

NOMOR 11 TAHUN 2016 

TENTANO 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 

BUPATI SAMBAS 



2. Undang-Uodang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tent.ang Pemcrinta.han Oaerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lemberan Negaro Rcpublik Indonesia 

Nomor 5679); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tcnUU'\g 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lcmbaran 
Neg1Lr8 Rcpublik Indonesia Nomor 5539) scbagaimana 
diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentMg Pcrubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Pcraturan Pelaksanaan 
Undaog-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lcmbarao Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 157, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahuo 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapat.an dan Belanja Negara (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tumbahan 

Lcmbaran Neg;ua Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Pcrubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dao Belaoja Negara (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahuo 2016 Nomor 57, 



Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Sctiap Desa 

Di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016 ( Serita Daerah Kabupaten 

Sambas Tahun 2015 Nomor 57) diubah sebagai bcrikut: 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 

TAHUN 2015 TENTANO TATA CARA PEMBAOIAN DAN 

PENETAPAN RINClAN DANA DESA SETIAP DESA DI 

KASUPATEN SAMBASTAHUN ANOOARAN 2016. 

Menctapkan 

MEMVTUSKAN : 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5864); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomorl 13 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

7. Pcraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Te.rtinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 

tentang Penctapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1934); 
8. Peraruran Mcntcri Kcuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 

Pcnggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa 
{Bcrila Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

478); 

9. Peraturan Dacrah Kabupaten Sambas Nomorl 

Tahun2009 tentang Desa. (Lembaran Daerah 

Ka bu paten Sambas Tahun 2009 Nomor I); 

10. Peraturan Dacrah Ka.bupaten Sambas Nomor 16 

Tahun 2015 ten tang Anggaran Pend a pa tan dan 

Bclanja Dacrah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 

Dacrah Kabupatcn Sambas Tahun 2016 Nomor 18); 



Pasal 13 
(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat 

menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap Idan 
Laporan Realisasi Pcnggunaan Dana Oesa Tahunan kepada Bupati. 

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga bunyi sebagai berikul : 

Pasal 8 
(1) Penyaluran Dana Desa diJakukan meJalui pemindahbukuan dari 

Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. 
(2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kc Rekening Kas 

Umum Desadilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana 
Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah. 

(3) Pcnyaluran Dana Dcsa dilakukan secara bertahap: 
a. ta.hap I, pada bulan Maretsebesar 60% (enam puluh perseratus); dan 
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); 

(4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kcpala Desa 
mcnyampaikan: 
a. Peraturan Dcsa mengenru APB Oesa kepada Bupati; dan 
b. loporan realisasi penggu.naan Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya; 
(5) Peraturan Deso dan laporan rcalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua butan 

Maret. 
(6) Pcnyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan se1ela.h Kcpala Desa 

mcnyampaikan: 
a. laporan rcalisasi penggunean Dana Ocsa tahap I kepada Bupati. 
b. laporan rcalisasi penggunaan Dana Oesa tahap I sebagaimana 

dirnaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa 
tahap I tclah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus). 

(7) Kepala Desa mcnyampaikan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa 
tahap I eebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kcpada Bupati 
paling lambat rninggu kedua bulan Juli. 

(8) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam 
APBDcsa. 

J. Ketenruan Pasal 8 diubah sehingga bunyi sebagai berikut : 



MARIANTS. SH. MH 
Pembina flV / a) 
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Salinan Scsuai Dcngan Aslinya 
KEP LA BAGIAN HUII.IJM 

DAN P RUNDANG- :NGAN 

SERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 11 

JAMJAT AKADOL 

TTD 

Diundangkan di Sambas 
Pada Tanggal J 1 April 2016 

SEKRE'T'ARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

JUUA.RTI DJUHARDI ALWI 

TTD 

Ditctapkan di Sambas 
pada tanggal 11 April 2016 

BUPATI SAMBAS 

PasaJ n 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada mnggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui. mernerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupatl ini dengan mencmpatkannya dalam Serita Daerah Kabupatcn Sambas. 

(2) Penyampaian laporan rcalisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 
a. Tahap I paling lambat minggu kcdua bulan Juli tahun anggaran 

berjalan; 
b. Laporan Rcalisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat 

minggu kcdua bulan l'ebruari tahun anggaran berikutnya. 


